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ABSTRAK 
 

Nama : Martadina Yosefin Siregar 

Peminatan : Hukum Konstitusi 

Judul : Analisis Praktik Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat  
dalam Seleksi Calon Hakim Agung 

Penelitian ini membahas dua permasalahan. Pertama, mengenai bagaimana 
perkembangan kerangka hukum tentang seleksi Hakim Agung di Indonesia. Kedua, 
mengenai bagaimana praktik pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat 
dalam seleksi Hakim Agung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
yuridis normatif. Hasil penelitian skripsi ini berkesimpulan bahwa, kerangka hukum 
tentang seleksi Hakim Agung di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke 
masa. Hal tersebut dipengaruhi oleh amandemen Undang-undang tentang 
Mahkamah Agung dan diadopsinya Undang-undang tentang Komisi Yudisial yang 
mengubah proses seleksi Hakim Agung. Namun pada praktiknya, DPR belum berkerja 
secara efektif dalam melaksanakan seleksi Hakim Agung. Kondisi itu mengakibatkan 
inefesiensi anggaran, waktu, serta kekosongan Hakim Agung. 

Kata Kunci: Seleksi Hakim Agung, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Komisi Yudisial. 
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Name : Martadina Yosefin Siregar 

Specialization : Constitutional Law and Legisprudence 

Title : Analysis of the House of Representative  Authority to 
Select Supreme Court Justices 

This paper discusses two problems. First, regarding the development of legal 
framework concerning the selection of Supreme Court Justices in Indonesia. Second, 
regarding the implementation of House of Representative authority in the selection of 
Supreme Court Justices. This research method is normative juridical. This paper 
shows that the legal framework concerning the selection of Supreme Court Justices in 
Indonesia has been developing from time to time. This was influenced by the 
amendment of Law on Supreme Court and the adoption of Law on Judicial 
Commission, which changed the selection process for the Supreme Court Justices. In 
practice, the House of Representative has not worked effectively in carrying out the 
selection of Justices. These conditions resulted in budget and time inefficiencies, and 
vacant position of Supreme Court Justices. 

Keywords: Selection of Supreme Court Justices, Supreme Court, House of 
Representatives, Judicial Commission 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan konsep umum yang 

digunakan banyak negara.1 Indonesia, merupakan salah satu negara yang 

menerapkannya. Sebagaimana yang dikutip Jimly Asshiddiqie dalam buku 

Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , di setiap 

negara, selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam 

struktur pemerintahan, yaitu cabang kekuasaan legislatif dan cabang kekuasaan 

eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang 

negara, dan cabang kekuasaan yudikatif yang berhubungan dengan penerapan 

hukum sipil.2 Dalam teori klasik, mengenai pemisahan kekuasaan negara 

Montesquieu berpendapat bahwa ketiga fungsi kekuasaan negara itu harus 

dilembagakan masing-masing ke dalam tiga organ negara, sehingga satu organ 

hanya dapat menjalankan satu fungsi dan tidak boleh mencampuri urusan msatu 

sama lain dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian, kebebasan dalam suatu 

cabang akan terancam.3 

Berdasarkan perspektif hukum tata negara, Kekuasaan Kehakiman yang  

merdeka merupakan prasyarat penting dalam sebuah negara hukum.4 Terkait 

Kekuasaan Kehakiman, Bagir Manan memberikan ciri Kekuasaan Kehakiman 

yang merdeka: pertama, Kekuasaan Kehakiman dapat merdeka apabila 

dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Apabila kekuasaan kehakiman 

                                                                 
1 Prof. Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta 
: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), Jakarta. hlm: 35.  
2 Id.,  
3 Id.,  
4 Frans Magnis Suseno, Etika Politik :Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta: Kompas 
Gramedia, 2018), hlm. 380. 
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bergabung dengan kekuasaan legislatif, kebebasan hakim akan terganggu 

karena akan mudah diintervensi oleh lembaga legislatif. Sedangkan apabila 

kekuasaan kehakiman bergabung dengan kekuasaan eksekutif, hakim akan 

cenderung mendapatkan tenakan dari luar. Kedua, hakim harus dapat memutus 

perselisihan hukum secara independen.5 

Selain itu Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 selanjutnya disingkat (UUD 1945), kekuasaan kehakiman adalah 

lembaga penyelenggara keadilan, untuk menegakkan hukum dan keadilan.6  

Ketentuan lain yang mengatur Kekuasaan Kehakiman adalah Pasal 1 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

(selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi: 

yang dimaksud dalam Undang-Udang Dasar Negara Republik 

.7 

Dapat disimpulkan, dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang 

merdeka dan berintegritas, diperlukan proses seleksi Hakim Agung yang baik dan 

menjaga sikap yang tidak berpihak (impartiality) sehingga menjamin 

independensi Mahkamah Agung (MA).  

Pelibatan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam tahapan proses 

seleksi Hakim Agung sebagai representasi dari MA8 merupakan salah satu bentuk 

terlaksananya mekanisme checks and balances. Proses tersebut memungkinkan 

                                                                 
5 Dr. J. Djohansjah, SH., MH., Reformasi Mahkamah Agung: Menuju Independensi Kekuasaan 
Kehak iman, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), hlm. 3. 
6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 24 ayat (1). 
7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ps. 1 
ayat (2). 
8 Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat, http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang. 
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adanya kontrol dari satu cabang kekuasaan negara terhadap kekuasaan negara 

lainnya.9 Peraturan lain tentang wewenang DPR dalam menyeleksi Hakim Agung 

terdapat pada Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA 2009) berbunyi: 

Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan 

10 

Pada praktiknya, seleksi Hakim Agung dilakukan melalui beberapa tahapan. 

Tahap pertama, yaitu penerimaan usulan11 calon Hakim Agung, dilakukan dengan 

cara mengumumkan penerimaan calon Hakim Agung paling lama 15 hari sejak 

diterimanya surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan Hakim Agung dari 

MA.12 Tahap kedua, yaitu seleksi administrasi, dilakukan dengan cara melakukan 

verifikasi dan penelitian persyaratan administasi calon Hakim Agung.13 Hasil 

penelitian persyaratan administrasi diputuskan melalui rapat pleno.14 Tahap 

ketiga, yaitu uji kelayakan, dilakukan untuk menentukan kelayakan dari calon 

Hakim Agung.15 Keempat, yaitu penetapan kelulusan dilakukan dengan cara 

memilih calon Hakim Agung yang lulus tahap wawancara.16 Kelima yaitu 

penyampaian usulan kepada DPR,17 dilakukan dengan memerhatikan lowongan 

jabatan Hakim Agung berdasarkan sistem kamar.18 

                                                                 
9 Adnan Buyung Nasution, dkk, Menuju Independensi Kekuasaan Kehak iman, (Jakarta: LeIP, 1999),  
hlm. 6. 
10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Ps. 8 ayat (1). 
11 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi calon Hakim Agung, Ps. 3 huruf a. 
12 Id., Ps. 4 ayat (1). 
13 Id., Ps. 7 ayat (1). 
14 Id., Ps. 7 ayat (2).  
15 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang seleksi calon Hakim Agung menyebutkan,  
uji kelayakan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian,  
dan wawancara, Ps. 10 ayat (2). 
16 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi calon Hakim Agung, Ps. 22 ayat (1).  
17 Id., Ps. 24 ayat (1). 
18 Id., 
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Mekanisme pengangkatan Hakim Agung, seperti yang tertulis dalam Pasal 24A 

ayat (3) UUD 1945,19 ditetapkan oleh presiden setelah menerima calon Hakim 

Agung yang disetujui oleh DPR. Pada pasal itu, DPR dalam kapasitasnya sebagai 

representasi rakyat hanya memberikan persetujuan kepada calon Hakim Agung 

yang diusulkan Komisi Yudisial (KY). Menurut Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil 

Sumadi, perubahan mekanisme pemilihan Hakim Agung dalam UUD 1945 hasil 

amandemen dimaksudkan untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman. 

Kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat pada institusi dan Hakim Agung. 

Dengan begitu, mekanisme pengisian jabatan Hakim Agung diserahkan kepada 

satu organ yang mandiri, yaitu KY.20 

Untuk mewujudkan prinsip keadilan kepada pencari keadilan, hakim 

merupakan elemen utama dalam menentukan sebuah peradilan yang bebas dan 

merdeka. Dengan demikian, perwujudan kekuasaan hakim yang bebas dan 

merdeka dilakukan dengan memilih hakim-hakim yang berintegritas dan memiliki 

kemampuan mumpuni pada bidang hukum. Itu sebabnya, proses seleksi hakim 

harus dilaksanakan dengan baik.21 Ketentuan yang mengharuskan penelitian 

terhadap kualifikasi Hakim Agung diatur pula dalam Pasal 24A ayat (2) UUD 1945, 

yang berbunyi sebagai berikut: 

22 

                                                                 
19 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, berbunyi: calon Hakim Agung diusulkan Komisi 
Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan 
sebagai Hakim Agung oleh Presiden, Ps. 24A ayat (3) . 
20MK:DPR Hanya Setujui atau Tidak calon Hakim Agung, 
https://nasional.kompas.com/read/2014/01/10/0809110/MK.DPR.Hanya.Setujui.atau.Tidak.Calon.Hak
im.Agung  
21 Choky Risda Ramadhan, dkk. Fiat Justitia, (Depok : Mappi-FHUI, 2013). hlm. 8. 
22 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 24A ayat (2). 
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Akan tetapi, keterlibatan DPR dalam proses seleksi Hakim Agung di 

Indonesia23 masih mengalami perdebatan. Sebab, saat menjalankan tugas dalam 

menyeleksi Hakim Agung, DPR kerap tidak memerhatikan integritas dan 

kredibilitas Hakim Agung.24 Misalnya, pada tahun 2016, DPR pernah menolak 

Setyawan Hartono, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Lampung saat melakukan 

seleksi hakim dengan jejak yang bersih.25 Berangkat dari pentingnya kekuasaan 

hakim yang merdeka dan kaitannya dengan mekanisme sistem check and 

balances di antara cabang-cabang kekuasaan negara, penulis mengangkat topik: 

Analisis Praktik Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam 

Seleksi Hakim Agung  dalam penelitian ini. 

 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perkembangan kerangka hukum terkait seleksi Hakim Agung di 

Indonesia? 

2. Bagaimana praktik pelaksanaan kewenangan DPR dalam seleksi Hakim 

Agung? 

                                                                 
23 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: Hakim Agung diusulkan 
Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya 
ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh presiden, Ps. 24A ayat (3).  
24 Seleksi Hakim Agung di DPR, yang Jujur yang Tersungkur,  
https://news.detik.com/berita/3287413/seleksi-hakim-agung-di-dpr-yang-jujur-yang-tersungkur 
25 Id., 
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1.3 Kerangka Konseptual 

Sebagai gagasan utama terkait topik penelitian, berikut ini akan diuraikan 

beberapa konsep dan teori penting yang akan sering dirujuk pada bagian 

pembahasan. 

1. Teori Pembagian Kekuasaan (trias politica) 

Secara umum, model seleksi hakim yang dikenaldi dunia didasarkan pada 

tradisi hukum yang dianut dalam suatu negara. Pada negara dengan tradisi 

common low dan civil law. Pada negara yang menganut sistem common law, 

seleksi hakim bersifat terbuka. Artinya, hakim pada pengadilan tingkat 

pertama direkrut dari kalangan yang pernah menempuh karier sebagai 

praktisi atau akademisi hukum, maupun orang yang pernah memegang 

jabatan legislatif atau eksekutif.26 Beberapa ciri dalam mekanisme seleksi 

hakim di negara common law, ialah sebagai berikut: 

a. Hakim dapat diseleksi berdasarkan kalangan yang lebih luas selain  

dari hakim karier; 

b. Hakim-hakim yang diangkat memiliki pemikiran yang lebih 

independen; 

c. Kepercayaan masyarakat terhadap hakim terpilih mereka cenderung 

lebih besar, karena pada tingkatan tertentu membuka peluang bagi 

masyarakat untuk turut menentukan figur hakim yang ideal. 

Sebaliknya, seleksi hakim pada negara yang menganut sistem civil law, 

seperti Italia, Belanda, Indonesia, dan beberapa negara di Amerika Latin 

                                                                 
26 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak  Biru Pembaruan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia, (Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003). hlm. 57.  
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menganut sistem seleksi tertutup. Artinya, hakim pengadilan tingkat pertama 

direkrut langsung dari mahasiswa yang baru lulus dari fakultas hukum untuk 

kemudian berkarier hingga jenjang Mahkamah Agung.27 Proses seleksi ini 

memiliki kelebihan, yaitu proses seleksinya cenderung tidak politis. 

Sementara kelemahan dari sistem ini adalah hakim karier pada sistem ini 

cenderung bekerja seperti dalam birokrasi yang kurang terbuka dan kurang 

kreatif dalam menjawab permasalahan hukum yang baru.28 

Kekuasaan negara, secara teoretis, dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) 

jenis, baik berdasarkan fungsi maupun jenisnya. Ketiga kekuasaan tersebut 

merupakan teori klasik yang dikenal dengan Trias Politica.29 Pada awalnya, 

pembagian kekuasaan negara dikemukakan pertama kali oleh John Locke 

(1632-1704). Menurut John Locke, ketiga kekuasaan tersebut dapat dibagi 

menjadi: Kekuasaan untuk membuat Undang-undang (legislatif).30 

Kekuasaan untuk menjalankan Undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan 

untuk mengadakan peperangan atau perdamaian, hubungan luar negeri dan 

lain-lain (federatif).31 Kemudian, pendapat tersebut disempurnakan oleh 

Baron de Montesquieu (1689-1755). Ia membagi ketiga cabang kekuasaan 

menjadi, kekuasaan membuat Undang-undang (legislatif), kekuasaan yang 

menjalankan Undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan kehakiman 

(yudikatif).32 

                                                                 
27 Id., hlm. 58. 
28 Id.,  
29 Dr. J. Djohansjah, SH., MH., Reformasi Mahkamah Agung: Menuju Independensi Kekuasaan 
Kehak iman, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), hlm. 92. 
30 Id., hlm. 94. 
31 C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm 10. 
32 Id., hlm. 12. 
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Terdapat perbedaan pemikiran antara John Locke dan Montesquieu, dalam 

teori trias politica. John Locke berpendapat, federatif merupakan kekuasaan 

untuk mengadakan peperangan atau perdamaian.33 Ia juga mempersempit 

menjadi tiga fungsi kekuasaan, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan federatif. 

Sementara untuk kekuasaan yudikatif, ia menempatkan fungsi peradilan 

dalam kekuasaan eksekutif.34 

Sedangkan Montesquieu berpendapat, kekuasaan kehakiman (yudikati f) 

merupakan salah satu kekuasaan negara. Menurut Montesquieu, setiap 

cabang kekuasaan harus terpisah, mandiri, dan tidak boleh mencampuri  

kekuasaan yang lain. Hal tersebut dapat berlangsung dengan penerapan  

prinsip checks and balances. Lahirnya prinsip tersebut sebagai upaya untuk 

mencegah perbuatan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat.35 

Hingga saat ini, Indonesia merupakan negara yang menerapkan prinsip 

pembagian kekuasaan, yang dirumuskan oleh Montesquieu. Pada saat 

perubahan ketiga UUD 1945, dalam Sidang tahunan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 9 November 200136 mengubah 

struktur ketatanegaraan Indonesia. Seluruh lembaga tinggi negara (eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif) menjadi setara. Akan tetapi, ketiga kekuasaan 

                                                                 
33 Dr. J. Djohansjah, SH., MH., Reformasi Mahkamah Agung: Menuju Independensi Kekuasaan 
Kehak iman, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), hlm. 108. 
34 Gunawan A Tahuda, Komisi Negara Independen, (Yogyakarta: Genta Press, 2012), hlm 5. 
35  Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, Ilmu Negara, (Depok : Badan Penerbit fakultas Universitas  
Indonesia, 2008), hlm. 109. 
36 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 Tahun 2001 
tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh 
Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indones ia 
Tahun 2001, https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17164/node/657/tap-mpr -n o-
x_mpr_2001-tahun-2001-laporan-pelaksanaan-putusan-majelis-permusyawaratan-rakyat-r.i-oleh-
lembaga-tinggi-negara-pada-sidang-tahunan-majelis-permusyawaratan-rakyat-r.i-tahun-2001. 
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tersebut harus saling mengawasi dan mengimbangi setiap cabang kekuasaan 

lainnya. 

Selain itu, amandemen UUD 1945 juga merombak kekuasaan kehakiman 

yang mulanya hanya diberikan kepada MA dan pengadilan-pengadilan di 

bawah MA, telah dibagi menjadi dua bagian, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) 

dan MA.37 Sebagai kekuasaan kehakiman, MA dan MK harus menjaga 

independensi. Artinya, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, hakim 

bebas dari pengaruh publik dan kekuasaan lainnya.38 

2. Seleksi Hakim Agung 

Definisi Hakim Agung dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung39 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 

200440 tentang Mahkamah Agung. Kedua undang-undang tersebut 

memberikan definisi ya

 

Undang-undang terkait seleksi Hakim Agung telah mengalami beberapa 

kali perubahan. Pengaturan seleksi Hakim Agung pertama kali diatur dalam 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 kemudian direvisi menjadi Undang-

undang Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian direvisi dengan  Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2009. Ketiga UU tersebut memiliki sistem seleksi Hakim 

Agung yang berbeda-beda. Pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 

menganut sistem seleksi tertutup, namun terdapat kemungkinan untuk 

                                                                 
37 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta:  
Konpress, 2006), hlm. 11. 
38 Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa, (Jakarta: FH-UI Press, 2004), hlm. 21. 
39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Ps. 5 ayat (2).  
40 Id., Ps.1 angka 4. 



11 
 

mengangkat Hakim Agung dari jalur non-karier dalam hal-hal tertentu.41 

Sedangkan sistem seleksi pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dibuka 

untuk jalur karier, dan apabila dibutuhkan dapat dari jalur non-karier. 

Kemudian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 menganut sistem terbuka, 

sebab dinyatakan bahwa calon Hakim Agung berasal dari Hakim Karier dan 

Hakim non-karier.  

Dalam perkembangan proses seleksi Hakim Agung, terdapat beberapa 

perubahan pasca lahirnya lembaga baru, Komisi Yudisial (KY). Lahirnya KY 

menjadikan KY memiliki peran utama dalam menyeleksi calon Hakim Agung. 

KY merupakan lembaga yang bersifat mandiri yang mempunyai wewenang 

dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai 

kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim.42 Selain itu, KY memiliki 

kewenangan dalam menyeleksi Hakim Agung, yaitu dalam mengusulkan 

pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan keluhuran dan 

martabat perilaku hakim.43 

Berkenaan dengan seleksi Hakim Agung, Peraturan KY Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi calon Hakim Agung menyebutkan, 

seleksi Hakim Agung, dimulai dari tahapan penerimaan usulan, seleksi 

administrasi, uji kelayakan, penetapan kelulusan, dan penyampaian usulan 

ke DPR.44  

                                                                 
41 Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang 
tidak didasarkan atas sistem karier dengan syarat bahwa yang bersangkutan berpengalaman 
sekurang-kurangnya 15 tahun dibidang hukum. 
42 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 24B ayat (1). 
43 Undang-undang perubahan kedua atas Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009,  
Ps. 32A ayat (2). 
44 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi calon Hakim Agung,  Ps. 3 huruf a. 
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1.4  Sistematika Penulisan 

a. Bab 1 membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

permasalahan, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

b. Bab 2 membahas perkembangan kerangka hukum tentang seleksi Hakim 

Agung di Indonesia, yang antara lain terdiri dari: proses seleksi Hakim 

Agung di Indonesia, sejarah perkembangan keterlibatan DPR dalam seleksi 

Hakim Agung di Indonesia.  

c. Bab 3 membahas pelaksanaan kewenangan DPR dan perdebatan 

mengenai pelibatan DPR dalam seleksi Hakim Agung. 

d. Bab 4 membahas penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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1.5  Metodologi Penelitian 

1.   Bentuk Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mencari dan menemukan 

pengetahuan yang benar dan dapat dipakai untuk menjawab suatu 

permasalahan.45 Oleh karena itu, penulis memilih metode kualitatif untuk 

mencari pengetahuan baru yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Hal-hal yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan 

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 

2.   Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan melalui 

data sekunder. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, disertasi, jurnal, 

artikel dan surat kabar, dan internet. 

  

                                                                 
45 Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, (Jakarta : 
Yayasan Pustaka Obor, 2009), hlm. 97. 


